
 

 

 

 

 
BUPATI BELITUNG TIMUR 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN  BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 35 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017  

TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 102, Pasal 114, 

Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155 dan Pasal 156 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017; 
    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4268); 
    

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 
    

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
    

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

    

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
    

SALINAN 



 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 
    
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5717); 
    
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

    
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 
    
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung  Timur Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35); 
    
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 

66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Nomor 16); 
    
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Belitung Timur Nomor 51); 

    
  13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang 

Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56); 



 

  14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 

2016 Nomor 48); 
    

  15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 

Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 8); 

  
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI ANGGARAN 

DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017. 

                                               

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten 

Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 

(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 8), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB 

IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB IIIA 

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN 

Pasal 6A 

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh 

Bupati. 

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati 

menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Tahap I berupa: 

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;  

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya. 

b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahap I sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, menunjukkan 

rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% 

(tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output 

menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh perseratus). 

(4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase 

capaian output dari seluruh kegiatan. 



 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan 

tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian 

output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output. 

(6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa 

dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu 

pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga 

terkait. 

(7) Format Tabel Referensi Data sebagaimana dimaksud pada 

ayat 6 dan format laporan realisasi penyerapan Dana Desa 

Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

 

 

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IVA 

dan BAB IVB sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB IVA 

PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 10A 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada 

Bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian 

output tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian 

output tahap I. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari 

tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran 

berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah 

batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat 

menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada 

Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada 

aplikasi. 

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian 

laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala 

Desa. 



 

BAB IVB 

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI 

Bagian Kesatu 

Pemantauan dan Evaluasi 

Pasal 10B 

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana 

Desa di RKD. 

(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa 

Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan 

sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), 

Bupati: 

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa 

Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau 

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk 

melakukan pemeriksaan. 

(3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) 

sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang 

diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah 

dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 

(4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan 

APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagaian Kedua 

Sanksi 

Pasal 11B 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2); 

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) 

sebagaimana dimaksud pasal 10B; dan 

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat 

pengawas fungsional Daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana 

Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa 

di RKD tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan 

disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tetap 

dilakukan. 

(4)  Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran 

berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), 

penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana 

Desa di RKUD. 



 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 

anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah 

dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan 

panyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala 

KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu 

tahapan penyaluran. 

 

 

Pasal 12B 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam 

hal: 

a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11B ayat (1) huruf a telah diterima; 

b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh 

perseratus); dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) huruf a dan huruf c 

berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, 

Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi 

sisa Dana Desa RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA 

penyaluran Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang 

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda 

penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan 

agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun 

anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD 

tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai 

dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa 

Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam 

penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun 

anggaran berjalan. 



 

(7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran 

sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, 

Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana 

Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN 

selaku KPA penyaluran Dana Desa paling lambat minggu 

kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I 

dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala 

KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa menyalurkan sisa 

Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke 

RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 

bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan 

penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan 

dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada 

RKUN. 

 

Pasal 13B 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam 

hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) huruf 

b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga 

puluh perseratus). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun 

anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA 

penyaluran Dana Desa. 

 

Pasal 14B 

(1) Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa melakukan 

pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat: 

a. pemberitahuan perbedaan jumlah Desa dari Bupati; 

b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (5) dan 

Pasal 13B ayat (3); dan/atau 

c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (3). 

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan sebesar dilakukan sebesar kelebihan salur Dana 

Desa pada tahun anggaran berjalan. 

(3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat 

(3) digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana 

Desa yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2).  



 

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur. 
   

 

                          Ditetapkan di Manggar 

                           pada tanggal 23 Oktober 2017 
   

           BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

              ttd 

 

   YUSLIH IHZA 

 

 

 

 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal 24 Oktober 2017 
 
      Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR,  
 
                       ttd 

 
          IKHWAN FAHROZI   
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR  35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ttd 

 
DANIAL, SH 

Pembina Tk. I / IV.b 

NIP. 19700610 199903 1 006 
 


